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PRESIDEN
REPUBLIK INDONZSIA

PERATURAN PEMERINTAM REPUBHIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1vieZ
TENTANG

DEMANRIAN UANG DUKA WAFAT BAGT KELUARGA PENERIMA PENSIUN

TIaT
l\’.t‘ S

PRESIDEM REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meringankan beban keluurga vyang ditinggaikan
oleh penerima pensiun yang wafat, dipandang perlu membe-

rikan uang duka wafat bagi keluarga penerima pensiun ter-

naksud;

Pasal 5 uyat (2) Unddang-Uncang Dasar 1945,

[y
-

. Undang-undang Noaor 6 Tahun 1966 tentang Pemberiam

=J

Pensiun, Tunjangan Bersifaet Pensiun Dan Tunjangzi Ke-
pada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 No-

mor 3%, Tambahon Lembaran Negaru Nomor 2812} ;

%Z. Undang-vndang Nomer 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pe-

gawal Dan Pensiun Janda/Uuda Pegawal (Lembarzn Nega-

=

L el

ra Tahun 1869 Nomor 42, Tawmbahan Lembaran Negara No-
mor 29C67;

1
i

4, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuang-
an/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Terting-

gi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan lLembaga Terting-

gi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Ne-
gura (Lembaran Negara Tahun 1980 Nemeor 71, Tambahan
Lemboran MNegara Nomor 31852); .

., Peraturan Pemerintab Nomor 36 Tahun 19¢8 tentang Pem-

L

berian Pensiun Xepada Warszkawurl, Tunjangan Kepada
Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim FPiatu Militer Sukare-
la (Lembaran Negara Tahun 1968 Nowor 01, Tambahan Lem-

~baran Neguara Nomor 2863);
L. Peraturan Pemerintab Nowor L3 Tohun 1970 tentang Pen-
berian Tunjangen Kepada Perintis Perperakan Kebangsa-

an/Kenerdekaan (Tenbaran Negara Tahun 1970 Nomor 19)
-

sebagaimana ..
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sebagaimuna telah beberaps kali diubah dan ditambah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1578 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 42):

‘Peraturan Pemerintsh Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pem-
berian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indo-
nesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 29):

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentanyg Hak
Keuangan/Administratif Kepaga Daerah/Wakil Kepala
Daeruh Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Dae-

rah Serta Janda/Dudanya (Lewbaran Negara Tahun 19&)pr./
mor 16, Tambahan lLembaran Negara Nomor 3160), sebagai-
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18,

Tahun 1230

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pem-
berian Tunjangan Xehormatzn Kepada Bekas Anggota Komi-

te Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanva (Lembar-

an Negara Tahun 1980 Momor 17);

Peraturan Pemerintah Momor 50 Tahun 1980 tentang Hak

Kevangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri
Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Megara Tahun 1930
Momor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184);

MEMUTUS KAN

ERATURAN PEMERINTAM TENTANG PEMPERTAN UANG DUKA WAFAT

BA

GI KELUARGA PENERIMA PENSTUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan pe-

nerima pensiun ad:s'ah:

a, Pensiunan .,,
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=3 2. Pensiunan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/
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Tinggi Negara;
b. Pensiunan Menteri Negara Republik Indonesia; '
c. Pensiunan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; /4 -

d. Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/

Kemerdekaan;

e. Penerima Tunjangan Anggota Komite Nasional Indone-

sia Pusat; J
f. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

g. Pensiunan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indo--

/

~

nesia; I , v
h, Penerima Tunjangun Veteran Republik Indonesia;k/.
: 1y :

i, Penevima pensiun janda/duda dari pensiunan sebagai-

mana dimaksud dari buruf a sampai dengan huruf h,

Pagal 2

{1) Apabila penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf 2 sampai dengan huruf h wafat, kepada
isteri atau suaminya diberikan uang duka wafat se-
hesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ke-
tentuan servendah-rendahnya Rp 106,000,- (seratus ti-
bu rTupiah).

(2) Apabila penerima pensiun juonda/duda, sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 1 huruf i watat, kepada anak ya-
tim piatu yang ditinggalkannya diberikan uang duka
wafat sebesar 3 (1iga) kali penghasilan sebulan de-
ng:n kefentuan screndah-rendahnya Rp 75.000,—.(tu-

juh puluh Iima r»ibu rupiah).
J 1Y i .

(3) Penghasilan ..,
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(3) Penghasilan sebagaimana dinaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) adalah sebesar penerimaan penghasilan pen-
siun yang diterima olch penerima pensiun dalam bu-

lan terakhir sebelum wafat tanpa potongan.

(4) Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggal-’

kan isteri atau suami sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), uang duka wafat itu diberikan kepada anak-
nya

{(5) Apabila penerima pensiun yang wafat tidak amnﬁnggalf
kan isteri atau suami ataupun anzk sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), vang’
duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya,

(63 Apabila penerima penziun yani wafat tidak meninggal-

Kan isteri, suami, anak, ataupun orang tua, uang du-

ka wafat itu diberikan kepada ahli warisnya.

Apsbila penerima pensiun yang wafat menerimz beberapa
jenis pensiun, atau disamping pensiun menerima gaji se-
bagai Pegawal Negeri/Pegawai Zulanan/Pejabat Negara,
Kepada keluarga yang berhak menerima sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 hanyva diberilkan 1 {satu) uang duka -
wafat dengan dasar wu1u1turguu menurut jenis pensiun
atan goji yang paling mengun tungkan,

Pasal 4

Ketentuan teknis pelaksanaan Pevaturan Pemerintah ini
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepa-
Ia Badan Adminlstrasi Kepegawziun Negara, baik secara
bersana-sams ataupun secara sendiri-sendiri menurut bi-

dang tugasnya masing-masing,
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Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan, dan mempunyal daya laku surut sejak tanggal
1 Mei 1981, '
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempat-

annya dalan Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari. 1582
_ , ‘ - PRESIUEN REPUBLIK 5
Diundangkan di Jakarta ; R Ih-INDONESIA’
pada tanggal 11 Pehruari 1982 ttd
MENTERT/SEXRETARIS NEGARA | SCEHARTO
REPUELIK INDONESIA, '
tid,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NECARA REPURLIK INDONESIA TAHUN 1982  NOMOR 8.



